BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab 4, Pelaporan Pajak PPh Pasal 23 dengan
e-Bupot milik PT. DG atas jasa konsultannya diperoleh kesimpulan bahwa
pelaporan dengan menggunakan e-Bupot mempermudah melaporkan SPT Masa
PPh Pasal 23, dengan masuk ke menu lapor lalu menginput penghasilan bruto,
masa, tahun, dan tanda tangan basah yang telah digantikan dengan sertifikat
digital sehingga hanya perlu mengupload sertifkat elektronik dan setelah itu SPT
Masa PPh Pasal 23 dapat langsung kirim. Beberapa hambatan yang dialami
selama melakukan pelaporan e-Bupot yaitu terkadang sistem mengalami
maintance atau error namun dapat normal kembali setelah 10 menit. Hambatan
masih tidak terlalu signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa e-Bupot efektif dan

efisien dalam pelaporan pajak.

5.2 Saran

Pelaporan e-Bupot pada PT DG sudah baik, dimulai dari persiapan sebelum
pelaporan PPh Pasal 23 sampai dengan pelaporan dapat terus dipertahankan, dan
diharapkan pelaporan PPh Pasal 23 di e-Bupot tidak mendekati batas pelaporan,
dikarenakan sistem e-Bupot tiba — tiba dapat terjadi maintance atau error.
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